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ABSTRAK 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat 

(1) huruf d dan Pasal 106 ayat (1) huruf e menjamin bahwa Pegawai Negeri Sipil 

mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk bantuan hukum. 

Bantuan hukum dimaksud diharapkan bisa menjadi solusi terhadap besarnya risiko 

pekerjaan yang diterima jika terjadi kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi PNS yang menduduki jabatan terutama 

jabatan yang rawan korupsi. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan 

bantuan hukum bagi PNS yang menduduki jabatan rawan korupsi?, 2. Apa yang 

dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum terhadap PNS yang 

menduduki jabatan rawan korupsi?. Metode penelitian yuridis sosiologis. Teknik 

pengumpulan data wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Kemudian data 

dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1). Ada 2 bentuk pemberian bantuan 

hukum bagi PNS yang menduduki jabatan rawan korupsi di Kabupaten Dharmasraya 

yaitu bantuan hukum berbentuk preventif berupa konsultasi hukum, mediasi, 

penyuluhan hukum dan drafting dokumen hukum dan bantuan hukum yang berbentuk 

represif berupa pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah dan bantuan 

hukum oleh LKBH KORPRI. 2). Hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan 

pemberian bantuan hukum terhadap PNS yang menduduki jabatan rawan korupsi 

adalah dengan mengoptimalkan peran bagian hukum dan menjalin kerjasama dengan 

LKBH KORPRI. Simpulan,upaya pemerintah dalam memberikan bantuan hukum 

baik berbentuk preventif maupun berbentuk represif dan optimalisasi peran bagian 

hukum belum dirasakan oleh PNS yang menduduki jabatan rawan korupsi, sehingga 

dapat dikatakan bahwa bantuan hukum belum terlaksana. 
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